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Abstract: This research on the implementation of protection for child victims of sexual violence 

crimes was conducted with the aim of knowing the implementation of protection provided to child 

victims of sexual violence crimes carried out by the Women and Children Protection Unit of the 

South Kalimantan Regional Police and to find out the obstacles faced by the Women and Children 

Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police when providing protection to child 

victims of sexual violence crimes. The type of research chosen is empirical research to see the 

implementation of Article 90 of the Child Criminal Justice System Law in the South Kalimantan 

Regional Police using the deductive analysis method where the theory will be described first 

before finally examining its implementation and the data collection techniques used are interviews 

and literature. The results showed that there were no cases where children needed security 

guarantees because there were no reports of threats that entered the Women's and Children's 

Protection Unit of the South Kalimantan Regional Police, while medical rehabilitation and social 

rehabilitation are protections that fall under the authority of the Regional Technical 

Implementation Unit for the Protection of Women and Children of South Kalimantan Province 

and finally easy access efforts in obtaining information about case developments have been 

carried out by the Women's and Children's Protection Unit of the South Kalimantan Regional 

Police in accordance with applicable SOPs. As well as in the implementation of the protection of 

child victims of sexual violence, there are obstacles in the form of budget constraints and obstacles 

to facilities and infrastructure 
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Abstrak: Penelitian skripsi penerapan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan yang 

diberikan kepada korban anak dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan juga untuk 

mengetahui kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah 

Kalimantan Selatan saat memberikan perlindungan kepada korban anak tindak pidana kekerasan 

seksual. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian empiris untuk melihat implementasi Pasal 

90 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 

dengan menggunakan metode analisis deduktif dimana akan dijabarkan teorinya terlebih dahulu 

sebelum akhirnya mengulik implementasinya serta teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah dengan cara wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat 

kasus dimana anak memerlukan jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan 

pengancaman yang masuk kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah 

Kalimantan Selatan, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial merupakan perlindungan 

dibawah wewenang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Prempuan dan Anak Provinsi 

Kalimantan Selatan dan terakhir upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara telah dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sesuai dengan SOP yang berlaku. Serta dalam 
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pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual ini terdapat hambatan 

berupa hambatan anggaran dan hambatan sarana dan prasarana 

 

Kata Kunci: anak korban, tindak pidana, kekerasan seksual, perlindungan. 

 

1. Pendahuluan 

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2017 

kekerasan seksual terhadap anak di Kalimantan Selatan mencapai 124 kasus 

sedangkan pada tahun 2018 data tersebut menurun menjadi 105 kasus namun kasus 

kekerasan seksual meningkat drastis di tahun 2021 yakni mencapai 150 kasus dengan 

jumlah korban anak sebanyak 123 orang dan pada tahun 2022,  tercatat 78 kasus 

kekerasan seksual dengan jumlah korban anak 50 orang sedangkan pada tahun 2023 

tercatat sampai bulan Maret ini sudah ada 43 kasus kekerasan seksual yang terjadi di 

Kalimantan Selatan. 

Dari data Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sendiri dapat dilihat bahwa 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan berasal dari lingkungan 

keluarga korban sendiri, sehingga patutlah perlindungan terhadap korban anak dalam 

kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Kemudian 

akhirnya peneliti mengangkat permasalahan ini dengan rumusan masalah sebagau 

berikut: bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada korban anak 

dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan? dan apa saja kendala yang dihadapi oleh unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam 

melaksanakan perlindungan terhadap korban anak tindak pidana kekerasan seksual?. 

Adapun Kegunaan ataupun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu 

sumbangan pikiran akademik tentang bagaimana perlindungan korban anak dalam 

tindak pidana kekerasan seksual serta memberi bahan masukan bagi semua instansi 

terkait dalam melakukan upaya perlindungan anak korban khususnya dalam tindak 

pidana kekerasan seksual agar korban merasa aman dan terlindungi. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini memakai jenis penelitian empiris dan bersifat preskripsi. Penelitian 

dilakukan di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Unit Perlindungan Perempuan 

dan Anak. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan kuesioner online 

bersama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel juga 

didukung dengan bahan hukum berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 



870 

 
 

 

3. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, 

tindak pidana kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi pada tahun 2023 

sejauh ini adalah kekerasan seksual, kemudian baru menyusul kekerasan fisik 

sedangkan kekerasan psikis tidak ada. Data dari Briptu Erina Agustin sebagai Banit 

1 Subdit IV Polda Kalsel tindak kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah 

persetubuhan dan juga pencabulan terhadap anak, kasus-kasus ini sering terjadi di 

wilayah yang jauh dari perkotaan yang mengindikasikan bahwa wilayah tersebut 

belum teredukasi sepenuhnya. Adapun pelaku disebutkan kebanyakan datang dari 

kalangan orang terdekat seperti keluarga, teman atau kekasih hingga tetangga 

korban sendiri, hal ini membawa kesimpulan bahwa kedekatan relasional antara 

korban dan pelaku dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana 

kekerasan seksual dikarenakan hubungan yang dekat ini artinya korban menaruh 

rasa percaya kepada pelaku dan hal itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh 

pelaku sebagai kesempatan. Anak sebagai korban yang masih lugu dan tidak 

menaruh curiga kepada orang-orang dewasa yang ada disekitarnya juga 

ketidakmampuan membentengi dirinya sendiri ini pula lah yang menyebabkan 

anak menjadi sasaran yang mudah bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku 

kekerasan seksual menyasar anak-anak yang mudah dirayu atau diiming-imingi, 

dinilai tidak berani untuk melawan serta dinilai tidak memiliki keberanian untuk 

melapor ke pihak berwajib. 

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban Subdit IV Renakta 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memakai Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai salah satu  

pedomannya karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini dirancang secara 

rinci untuk membahas secara keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang 

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap 

pembimbingan setelah menjalani pidana termasuk di dalamnya hak anak korban 

baik ketika menjadi pelaku, korban, ataupun saksi. 
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Tabel. Rekapitulasi Kekerasan Terhadap Anak Januari s/d Maret Tahun 2023 

Tabel. Rekapitulasi Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Januari s/d Maret 2023 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari AKP Siti Rohayanti S.A.P selaku Ketua 

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan, 

pelaksanaan perlindungan anak korban melibatkan beberapa pihak salah satunya 

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi 

Kalimantan Selatan yang mana setelah adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2022 semakin mengukuhkan tugasnya dalam memberikan perlindungan kepada 

korban tindak pidana kekerasan seksual. Adapun Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak Polda Kalsel memberikan perlindungan yang berbasis pada penegakan hukum 

namun selama kasus berjalan penyidik akan tetap berkoordinasi dengan UPTD PPA 

Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan selama 

perkara berlangsung berperan mendampingi anak korban dalam setiap tahapan untuk 

memastikan bahwa hak-hak anak korban tetap terjamin. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 

dan korban pada pasal 1 angka 1, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban 

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini. Dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda 

Kalsel memberikan perlindungan yang berbasis pada penegakan hukum seperti 

melaksanakan pemeriksaan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi 

anak, melindungi identitas anak korban serta bebas dari pertanyaan yang 

menyudutkan. 

Pasal 90 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 



872 

 
 

 

(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas : 

a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di 

luar lembaga 

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 

Pada upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun 

di luar lembaga, poin ini dilaksanakan oleh UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan 

hal ini sejalan dengan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang 

mengamanatkan UPTD PPA untuk memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, 

memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian 

layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial 

kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. 

Sedangkan untuk upaya jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial ini 

dilaksanakan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Kalsel. 

Jaminan keselamatan ini dapat berupa bentuk perlin-dungan atas keamanan pribadi, 

keluarga, dan/atau harta bendanya, perlin-dungan dari ancaman yang berkenaan 

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kerahasiaan 

identitasnya, pengurusan identitas baru, perlin-dungan di tempat kediaman sementara, 

penyediaan tempat kediaman baru, pemberian nasihat hukum serta pendampingan.  

Walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan 

Anak Polda Kalsel namun untuk penyediaan fasilitas rumah singgah atau rumah 

aman tetap disediakan oleh pihak UPTD PPA Provinsi Kalsel sehingga dapat 

disimpulkan dalam melak-sanakan perlindungan kepada anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah 

Kalimantan Selatan dan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah 

terpisahkan, kedua instansi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

demi tercapainya keamanan dan kenyamanan anak korban tindak pidana kekerasan 

seksual. 

Terakhir, upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara, upaya ini merupakan hak dasar yang dipenuhi Unit PPA 

Polda Kalsel kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual karena pada 

hakikatnya pada standar operasional penanganan perkara yang dilakukan oleh Unit 

PPA Polda Kalsel terdapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penye-lidikan 

sampai penyidikan yang diberitahukan kepada pelapor dan anak korban tindak 

pidana. 
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Dari 43 kasus tindak pidana kekerasan seksual dimana meliputi 10 kasus 

pencabulan dan 33 kasus persetubuhan yang ditangani Unit PPA Polda Kalsel, 

tidak terdapat kasus dimana anak korban memerlukan perlindungan jaminan 

keselamatan dikarenakan tidak ada laporan terdapatnya ancaman yang memba-

hayakan anak korban hal ini juga berkaitan dengan terbatasnya gerak penyidik 

tanpa adanya laporan yang membuat penyidik menjadi pasif dan dari 43 kasus 

tersebut kesemuanya dilakukan pemeriksaan di Rumah sakit untuk dilakukan 

pemeriksaan medis dan dilakukan visum sedangkan untuk pemulihan bukanlah 

ranah wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah 

Kalimantan Selatan dan untuk kemudahan dalam mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan perkara merupakan perlindungan dasar yang diberikan 

kepada seluruh anak korban tindak pidana kekerasan seksual. 

 

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 

Adapun menurut informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara yang 

peneliti lakukan dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, hambatan yang dihadapi oleh Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dalam 

memeberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual 

adalah sebagai berikut:   

1. Anggaran  

Anggaran yang belum memadai membuat Unit PPA Polda Kalsel hanya dapat 

menggunakan anggaran tersebut untuk tugas pokok mereka dalam melakukan 

operasional penegakan hukum dan tidak ada anggaran untuk pengadaan fasilitas yang 

lebih baik lagi. 

2. Sarana dan Prasarana 

Unit PPA Polda Kalsel dalam menjalankan tugasnya tidak didukung dengan sarana 

dan prasarana yang cukup. Unit PPA Polda Kalsel menggunakan mobil pribadi 

penyidik dikarenakan Unit PPA Polda Kalsel tidak memiliki transportasi khusus 

yang disediakan untuk menjemput korban atau tersangka walaupun Unit PPA Polda 

Kalsel  memiliki wilayah kerja yang luas dengan jangkauan yang jauh. Unit PPA 

Polda Kalsel juga tidak memiliki lapas anak serta ruang pelayanan khusus yang 

seharusnya dimiliki untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak sesuai 

bunyi dalam pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022: “Dalam hal 

korban menyampaikan laporan langsung melalui kepolisian, kepolisian wajib 
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menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan 

kerahasiaan korban.”  

5. Penutup 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian tidak terdapat kasus dimana anak memerlukan 

jaminan keselamatan dikarenakan tidak ada laporan pengancaman yang masuk 

kepada Unit PPA Polda Kalsel, adapun rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial 

merupakan perlindungan dibawah wewenang UPTD Provinsi Kalsel dan terakhir 

upaya akses kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

perkara telah dilaksanakan oleh Unit PPA Polda Kalsel sesuai dengan SOP yang 

berlaku. 

2. Hambatan yang dihadapi Unit PPA Polda Kalsel dalam melak-sanakan 

perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual meliputi 

hambatan anggaran dan hambatan dalam hal sarana dan prasarana. 

B. Saran 

1. Koordinasi antara unit PPA Polda Kalsel dan UPTD PPA Provinsi Kalsel sudah 

terjalin dengan baik dan saling membersamai dalam melakukan penanganan dan 

pemulihan anak korban tindak pidana kekerasan seksual namun peneliti berharap 

Unit PPA Polda Kalsel dan UPTD PPA Provinsi Kalsel juga turut berfokus dalam 

pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak agar dapat tercipta 

lingkungan bebas kekerasan seksual dan juga akan menjadi lebih baik lagi jika 

penyidik Unit PPA Polda Kalsel dapat lebih aktif memberikan perlindungan tanpa 

harus menunggu sebuah laporan semisal dengan cara aktif berkoordinasi dan 

bertanya dengan instansi-instansi atau lembaga yang menampung aduan korban 

tindak pidana kekerasan seksual. 

2. Untuk tercapainya lingkungan yang bebas kekerasan seksual Pemerintah 

diharapkan dapat meningkatkan anggaran, sarana dan prasarana Unit PPA Polda 

Kalsel agar Unit PPA Polda Kalsel dapat melakukan penanganan yang optimal 

dan tidak terkendala lagi dalam pelaksanaannya. 
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